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PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR:3Tahun2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARA},I PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ICABUPATEN BINTAN

Menimbang :4.

Mengingat : l.

2.

DXThI{;AN RAIIMAT TT'HAN YAI\G MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa daliun rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan perlu dibcrikarr
pedoman dan petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pcmcrintah
Nornol 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan SKpD dapat mewujudkan
kesamnan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturar Bupati Bintan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otolom
Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (l,ornbarun
Negara llepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, 'fambahan Lcnrtraran
Negara Nomor 3896);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,cmhuran
Negara Republik Indonesia 'fahun 2003 Nomor 47,'l'ambahan l,cnrbarun
Negara Nomor a286);

Undang-undang Nomor I 'fahun 2004 tentang Perbenciaharairn Ncgaru
(Lembartrn Negara Republik Indonesia "l'ahun 2004 Nomor 5, 'l'unrbiihiur
Lembaran Negara Nomor a355);

Undzurg-undang Nomor l5 l'ahun2004 tcntang Pemeriksaan Pengclslaan dan
'Ianggung Jawab Keuangan Ncgara (Lenrbaran Negara Ilepublik lndoncsia
'rahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara ltepublik lndonesia
Nomor a400);
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5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia l'ahun 2004 Nomor 125, 'l'anrbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara ltepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara I{epublik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 l'ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

7. Peratulan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 26, 'Iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Pr:ral.utiut Pemerintah Nomor 48 Tatrun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Flonorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik
Indorresia f"ahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 47 43);

9. Pera.turan Penrerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peratrrran Menl.eri Keuangan Nomor 221PMK.0512007 Tanggal 23 Pebruari
2007 t,r:ntang Pernberian lJang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

I l. Peraturan Menteri Keuangan Nonor 45/PMK.05lz007 Tanggal 25 Api'l 2007
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalanr Ncgeri Nomor 59'fahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor l8 Tahun 2007 Tentmg lbkok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupatcn llintirn
Tahun 2007 Nomor l8);

14.Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 'fahun 2007 Tentang kcriu lcnrbur,
pemberian uang lcmtrur, prosedur dan tata cara permintaan, sirta Porrrbayaran
uang Lembur bagi Pegawai Negeri sipil dan pegawai Tidak T'crap (|,'fl') di
Lingkungan Pemcrintah Kabupten Bintan ( Berita Dacrah Kabuprircrr tlirrtarr
Tahun 2007 Nom<lr l8 );

15. Peraturan Bupati llintan Nonror 22 Tahun 2007 Tentang Pedonran Peluksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten l)intan ( l]erita Daeruh
Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor22);

16. Peraturan Bupati Ilintan Nomor I Tahun 2010 tentang Penjabaran AI)llD'l'ahun
Anggaran 2010 ( llerita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nonror I ).



Menetapkan PDRATUITAN
ANGGAIIAN
BINTAN

MEMUTUSKAN:

BUPATI I}INTAN TONTANG PEDOMAN I'ELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN I}ELANJA DAERAH KAB[JPATEN

BAB I
Kf,TBNTUAN UMUM

Pasal I

Dalam l)eruturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

3. seketaris Qaerah adalah sekr,ltaris Daerah Kabupaten Bintan.

4. Badan Pemeriksa Keuangan arlalah Aparat pengawas Ekstemal .

'-'J' Inspektur Daerah adalah Apiuat Pengawas Intemal pemerintah Daerah.

6' Keuangan Daerah adalah snmua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerah yang clallat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kckayaarryang berhubungan dengan hr* dan kewajibaridaerah tersebut.

7 ' Pengelolaan Keuangan Daerdr adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,penatausaan, pelaporan, perranggungjaw.aban, dan pengawasan kiuangan daerah.

8' Anggaran Pendapatan dan Berlanja D-1e3h, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang di bahas ozur oisetujui u-"rr*nu ol.h p.*rrintah Daerah danDPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

9' satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalah perangkat daerah padaPemerintah Daerah seraku pengguna Anggaran/prnggunu []arang.

-10' Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat sKpKD adalah DppKD selakuPengguna Anggaral/P.nggrnu-Barang yunglrg'u melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

I l ' Pejabat Pengelola Keuangalr Daerah 
lang selanj-utnyl disingkat ppKD adalah kepala satuan keriapengelola keuangan daerah yang selanjutriya oiseuui'oeng* -r..furu 

oppro yang mempunyui tugasmelaksanakan pengelolaan APBb dan bertindak sebagai benclahara umum daeraS.

12' Bendahara umum Daerah yzurg selanjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang bertin<lak cla'unkapasitas sebagai Bendahara-Umum Daerah.

l3' Pengguna Anggaran 
. 
a$alah Pejaplt----n-cmegang 

. 
kewenangan penggunaan Anggara' untukrnelaksanakan tugas pokok dan fungsi szujo yoi'g oTpin pinnya," 

- - --'i

14' Kuasa Bcndahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adala5 pojabat yang ctibcrikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

15' Kuasa l)cngguna Anggaran aflah Pcjabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagia'kewcnangan Pengguna Anggaran clalam r.tot r*ukir sebagian tugas dan fungsi sKpD.



16. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpzuran uang daerah yang ditentukan oleh Kcpula Daorah
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pcngcluarrur
Daerah.

17. Pciabat l)enatausahaan Keuangan SKI'}D yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pe.iabat yang
nrclakstnakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja
SKPD yang melaksanakan satu atau bcberapa kegiatan dari suatu prograrn sesuai dengan bidang
tugusnya,

19. Bcndulrura Penerimaan adalatr pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
nrcnyctorkzul menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pcluhsunaan APBD pada SKPD.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKFD.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatat, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar peleksanaan
anggaran oleh Pengguna A,nggaran.

22. Surat Penyediaan Dana yimg selaniutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk me,lahsanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

23. Surat Permintaan Pembay:tra.n yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olch
pejabat yang bertrurggungian,ab atas pelaksan&rn kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mcngajukan
permintaan pembayaran,

24. SPP Uang Persediaan yanpi selanjutnya disingkat SPP-UP adalatr dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(r evol v i ng) yang tidak dapatlJilakukan dengan pembayarzur langsung.

25. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluarzur untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat'dilakukm
dengan pembayaran langsunl;.

26' SPP Tambahan Uang Perr;ediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintan Tambahan Uang Persediaan guna melnkslnakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dun
Uang Persediaan

27. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan olch l)onduSuru
Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar pur.ianjiun
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengap jumlah, pcn.rin,u,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh ptrtt<

28. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat SPM aclalah 6okunrc' ya'g
digunahan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran untuk pcncr6it11n Slr2t)
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

29. Surat Perintah Membayar Uung Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokurnen yang
ditcrbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergumkm sebagai Uang Pcrsediaan uniuk rnendanai kegiatan.
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30. Surat perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-(itJ adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pcrtcrbitutt

Sp2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipcrgunakan untuk mcngganti Ljang

Persediaan yang telah dibelanjakm.

31. Surat l)crintah Membayar Tambahan Uang Persodiaan yang selanjutnya disingkat SPM-'fl'J adalah

dokunrcn yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pcncrbitan

Sp2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jurnlah batas

pagu l.Jung Persediagp yang telah ditetapkan sesuai dengzur ketcntuan.

32. Surut l)crintatr Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokurnen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pcngcluuran DPA-SKPD kepada pihak ketiga'

33. Surat t,crintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

scbagui clanu pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

34. PegawaiNon PNS adalah Pegawai Tidak'letap dan Tenaga Honorer.

35. Pegawai Tidak Tetap adnlah seseerang l,ang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam

\,, pemerintahan untuk melak.sanakan tugas tertentu pada SKPD pemerintah atau penghasilannya menjadi
beban Anggaran Pendapatan dan Ilelanja Daerah.

36. Tenaga Honorer adalah se$eorang yang diangkat oleh pejabat lain dalam pemerintahan untuk
melaksanakan tugas tertentu pada SII(PD atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pcndapatan

dan Belanja Daerah.

37. Pejabat Pembina l(epegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan

memberhentikan I'egawai 'ln{egeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

38. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan PTT berdasarkan tarif dan
dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil dan PTT.

39. Perjalanan dinas dalam deren,ttt adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupurl
secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota tetapi masih <lalam
daerah, yang dilakukan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB II
PELAKSAI{AAN I'BNDAPATAN DAN BBLANJA DAERAH

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

mulai dari tanggal I Januari sampai dengan 3l Desombcr

Pasal 3

(1)

(2)

Semua penerimaan daerah dan perrgeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pcrncrintalrurr
daerah dituang dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dalarn satu tahun ang,garan mencakup :

a. Penerimaan Daerah yaitu scmua pcndapatan dacrah;
b. Pengeluaran Daerah yaitu semua bolanja daerah.
c. Pembiayaan Daerah.
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi scrnua pcnerinraan uang
rnelalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas clana, merupakan hak clgcrah clalapt
satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(3)



r
(4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf b, meliputi somua pcngclrrurun duri

rekening kas umum dierah, yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah tlttlatn sattt

tahun anggaran dan tidak akan diperolch pembayarannya kembali oleh daerah.

(5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari pcttorintaatt

pcmbiayaan dan pengeluaran pembiayaan, meliputi transaksi kcuangan untuk menutup dclisit atau

untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 4

(l) I.)upati setiap tahunnya menetapkan pejabat yang melaksanakaur APBD.

(2) l'cjabut sebagaimana dimaksud ayat (l) meliputi :

u, Pcjubat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. l'c.iubat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. Pcjubat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

d. Pejubat yang diberi wewenang meniurdatangani SP2D;
c. llcndahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Dcndahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan keuangan, belarrja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada BPKKD;
g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu SKPD;
h. Kuasa Pengguna Anggal'anA(uasa Pengguna Barang.

(3) Penetapan pejabat yrrng rJitunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(l) Dalam rangka lrclaksamaan APIID, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeralr (DPl'}KI))
melalui Kas Daerah melakriantil<irn penerimaan daeratr, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah.

(2) Penerimaan, pengeluaran, r:[an penrbiayazur daerah melalui Kas Umum Daerah.

(3) Setiap penerimaan daerah r:[an pengeluaran belanja harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

(4) Penerimaan SKPD yang merupak.an penerimaan daerah dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran kesuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk pengeluaran yang
tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggaxannya dalam APBD.

Pasal 6

PPKD selaku BUD melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(l) Kepala SKPD yang mcnguasai bagian anggariu mempunyai kewenangan atas penggunaall anggaran
di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.

(2) Kepala SKPD menetapkan para pejabat yang ditunjuk sebagai :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenung melaksarakan fungsi tata usaha kcuangan puda SKlrl)
bersangkutan;

b. PPTK yang diberi wewenang mclaksanakan satu
sesuai dengan bidang tugasnya;

atau beberapa kegiatan dari satu progrunr

c. I'>ejabat yang diberi wewenang menandatangzuri surat bukti pemungutan penclapatan ducrah;



d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pcnerintaan

lainnya yang sah;

e. Pernbantu Bendahara Penerimaan dtur/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran;

(3) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakun lungsi

kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

(4) Pcnrbantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul'e nrelaksanakln lungsi

kasir, pembuat dokumen pengeluaran u&ng atau pengurusan gaji.

(5) l,cjabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk berdasarkan pcrtimbangan kompetensi
jobatun, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektil'
lainnya.

(6) Pertinrbangan Objektif lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Sekretaris
duerult selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan
yung bcrlaku.

!

(7) l)cjubut scbagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak boleh merangkap sebagai pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, dan e kecuali ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(8) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun anggaran.

(9) Tembusan penetapan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
DPPKD

Pasal 8

(l) Pendapatan daerah puau,,*tirrp SKPD yang melaksanakan pemungutannya wajib disetor sepenuhnya
pada waktunya kr: rekening Kas Umum Daeratr.

(2) Pendapatan dacrith yang rtisetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pacla
ayat (l), dilakukan dengan cara:
a. Disetor langsung ke banl,: oleh Pihak Ketiga;
b. Disetor melalui bank lairr, badan, lembaga keuangan dar/atau kantor pos oleh Pihak Ketiga;
c. Disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak Ketiga.

(3) Pendapatan Daeiah sebaga'imzura dirnaksud pada ayat (l) dan (2) disetor paling lama I (satu) hari
kerja sejak diterimanya uarrg kas tersebut.

Pasal 9

Dalam hal daegh yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi
sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 8 ayat (l) diberikan batas waktu + frari sejak diterimanya uang kas
tersebut.

Pasal l0

Jumlah anggiran belanja dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran bclanja.

Pengeluaran atas beban APIID dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang su5 untuk
memperoleh pembayariur.

(l)

(2)
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Pasal l l

(l) DpA atau dokumen pelaksanaan anggaran ]ainnya yang dipersamakan dengan DPA berlaku scbagai

dasar pelaksanaar pingeluaran daerah setelah mendapat pengesahan Kepala DPPKD sclaku l'ciabat

Pcngelola Keuangan Daerah atas nama llupati.

(Z) DpA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DPA ytrng tcluh

menclapat pengesahan dari Kepala DPI'KD atas nama Bupati disampaikan kepada :

a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Inspektur Daerah;
c. Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;

Pasal 12

(l) l)crnrintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Angguran melalui PPK-SKPD dengzur mengajukan SPP.

(2) SPP scbagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :

u. Sl'l''UP;
b, st,I,-GU/GU Nihil;
c. Sl)l''TU;

\v d. st,l,-Tu Nihil;
e. Sl'l'-LS

(3) SPP dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana

sampai dengan jenis objek.

(4) Permintaan pembayaran urrtuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

Pasal 13

(1) Dokumen SPP-UP / GU },,lihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf a terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-IJI';
b. ringkasan SPP-UP;
c. rincian SPP-UP;
d. salinan SPD;
e. surat pernyataarr untuk r,litandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

v menyatakan-bahwa urlng yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

f. lampiran lain yang diperlukan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. surat pengantar sPP-GLl;
b. ringkasan SPP-GU;
c. rincian SPP-GU;
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana

SPP-UP/SPP-GU sebelumnya;
e. salinan SPD;
f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

g. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh, jika ada) yang ditandatangani wajib pajak dan
Bendahara Pengeluaran;

h. lampiran lain yang diperlukan.



i

(3) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. surat Pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SPP-TU;
c. rincian SPP-TU;
d. salinan SPD;
e. surat pernyataan untuk clitandatangani oleh pengguna anggaran/kusa pcngguna anggul'un yang

menyatakan bahwa u*g y*g oii"intu tidak dipergunokun untuk keperluan sclain tunrbttltutr

uangpersediaansaatpengajuanSP2DkepadaKuasaBUD;
f. surat keterangan yang memuat penjclasan kepcrluan pengisian tambahan uang perscdiuurt;

g. lampiran lain Yang diPerlukan.

(4) Dalam SPP TU Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasql l2 ayat (2) huruf d

a. surat Pengantar TU Nihil;
b. ringkasan SPP TU Nihil;
c. rincizur SPP TU Nihil;
d. copy SPM dan SI'2D TU yang dinihilkan;
c. surat pengesahan laporan p.i*gg*giawaban bendahara pengeluaran atas penggutraan dana

S l'P.{JPISPP-GU sebelumnYa;

I SSl, disertai faktur pajak (pPN dan PPh, jika ada) yang ditandatangani wajib pajak dan

I lcndahara Pengel uaran;

g. lunrpiran lain yang diperlukan.

(5) Dokunren Spp-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari :

o. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS;
d. lampiran SPP-LS.

(6) Lampiran dokumen SPP-l-ll sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf d untuk pembayaran gaji

dan tunjangan mencakuPr :

a. pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaj! terusan; 
.

b. u-g duku *uf*rlt.trai' yzurg clilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kckurangan

gaj i/uang duka wafat/te rvas;

SK CPNS/SK Kenaikar pangkaVSK Jabatan

kenaikan gaji berkaltr;
surat pernyataan Pelmt i kan;

surat pernyataan masih menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan firgas;

daftar keluarga (KPQ;
fotocopi surat nikah;
fotocopi akte kelahirzur;;

surat keterangan pcnrbt:rhentian pembayaran (SKPI'>) gaj i;

duftar pot<lngm scwu rttmuh dinas;

surat ketcrangan musih sckolah/kuliah;
surat pindah;
surat kematian;
SSP PPh Pasal 2l;
peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji

<tan tunjangan Kepala Daerah/Wakil K.epala Daerah.

(7) Lampiran dokumen Spp-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk pengaduun burang

dan jasa mencakuP :

a. Salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c. SSp disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan bcnduhura

Pengeluaran;

c.

d.
e.

f.
s.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o,
p.

q.



d. surat perjanjizur kerjasama/kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

e. berita aearapenyelesaian pekerjam;
f. berita acara serah terima barang dan jasa;

g. berita acarapembaytuan;
h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak, dan PI'}'l'K serta disctuiui olelr

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank;
j. dokunren lain yang dipcrsyaratkzur untuk kontrak-kontrak yang dananya scbagiun utuu

seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
k. bcrita acara pemeriksaan yang ditandatangzuri pihak ketiga/rekanan scrta unsrrr parritia

pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
L surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kcrja;
m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan

nrcngalarni keterlambatan ;
n. lbto/buku/dokumentasi tingkat kemaj uar/penyelesaian pekerj aan;
o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pembcritahuan

jarnsgstek);

p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil
(trilling rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan buki kehadiran dari
tcnaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaar/pembelian alat

\/ pcnunjang serta bukti pengeluar:ur lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

(8) Kelcngkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) digunakan
sesuui peruntukannya.

(9) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak lengkap,
Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS kepada PPTK untuk dilengkapi.

Pasal 14

Bendahara pengeluaran montrSajrrkan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani olch
PPTK guna memper:oleh per:setujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD.

Pasal 1.5

Ketentuan batas jumlah SPP-[JI! dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurul'a
v dan b ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bintan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pengeluararn atas beban APIID oleh Kuasa BUD dilakukan berdasarkan Surat perintah
Membayar (SPM) yang dit,r:rbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Penerbitan SPM oleh Perngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana
yang tersedia dalam DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan
DPA.

Pasal 17

(l) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan
dengan menerbitkan SPM-UP untuk membiayai kegiatur operasional kantor sehari-hari,

(2) Untuk memperoleh penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan, Satuan Kcrja yang
bersangkutan menerbitkan SPM-CU.

(3) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Satuan Kerja dapat mengajukarr tlrrrbahan
dengan menerbitkan SI)M-TU.



(4) Pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan selain untuk membiayai kegiatan opcrasionul

kantor sehari-hari sebagaimana diatur pada ayat (l) dapat dilakukan setelah memperoleh persetu.iuan

DPPKD selaku PPKD.
Pasal l8

(l) Penerbitan SPM dalam hal dokumen SPP dinyatakzur lengkap paling lama 2 (hari) kcrjl tcrhiturrg

sejak diterimanya dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SI'M dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap paling latttrt I (sattr)

hari kerja terhitung sejak diterimanya pcngajuan SPP.

(3) Setelnh tahun anggaran berakhir, Pengguna AnggararVKuasa Pengguna Anggaran dilarang

menerbitkan SPM yzurg membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

Dalanr hul Ppngguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutiur dapat
menunjuk pcjabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

\, Pasal 20

(l) I)cluksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
scpuniung pembayaran dimaksud tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM-LS).

(2) l)enrbuyaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak
bolch rnelebihi Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) kepada satu rekanan.

(3) Pengecualian terhadap pernbayaran sebagaimana diatur ayat (2) ditetapkan oleh DPPKD selaku
PPKD.

(4) Pembayaran kepada rekanirn harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
merupakan bukti pengelual'an dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah.

v (6) Bukti asli pembrryaran settagairruura dimaksud pada ayat (5) merupakan arsip dan disirnpan olch
Pengguna Anggarar/Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Penggwra Anggaran/I(r.rasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan penggantian uang persccliaan
yang telah digunakan kepa.da Kuasa BUD dengan menyampaikan SPM-GU.

(8) Pejabat yang menandatantr;ani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 2l

(1) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal l3 ayat (l) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh
Kuasa Bendahara Umurn Daerah yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.

(2) Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam hal :

a. Dokumen tidak lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal l0;
b. Tidak didukung oleh buktipengeluaran yang sah;
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c. Pengeluaran belanja melampaui pagu anggaran.
(3) Penerbitan SP2D sebagainrana dimaksud pada ayat (l) atau penolakan permintaan pembayaran

sebagaimana dim'aksud pada ayat (2) wajib diselesaikan oleh Kuasa BUD dalam batas waktu

sebagai berikut:
a- Penerbitan SP2D untuk Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaar/Penggantian lJang

Persediaan (SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU) dan SPM pembayaran langsung (SPM-I,S) paling
lambat dalam waktu 2 (dus) hari kprja terhiturg sejak diterimanya pengajuan SPM secara lcngkap.

b. Penolakan penerbitan SP2D paling lama I (satu) hari kerja terhitung sejak ditcrinranya
pangajuan SPM.

(4) Untuk pembayaran gaji bulanan PNS Daerah, SPM sudah harus diterima paling lambat rurrggll l5
bulan sebelumnya.

(5) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yrurg dibcri
wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 22
!

Bentuk fornrulir berkenarur dengzur penatausahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentcri Dalarn
Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
UANG MAI(AN HARIAN PEGAWAI

Pasal 23

Uang rnakurt dianggarkan pada kegiatan Ilelanja Langsung yaitu kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minulnan dcngan kodc rekening sebagai berikut :

a. Jenis llclanja: Belanja Pegawai;
b. Obyek llelanja : Belanja Uang Makan Pegawai;
c. Rincian Obyek Belanja : Belanja Uang Makan Harian pegawai.

Pasal 24

(1) Uang makan hanya diberilcan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS;

(2) Uang makan diberikan palir:g banyak 22 (fuapuluh dua) hari kerja dalam satu bulan.

Pasal 25

(1) uang makan dibayarkan l;eb,ulan sel<ali pada awal bulan berikutnya.

(2) Khusus rrrrtuk bulan Desember uang nrakan dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dcngan
membuat nominatif daftar haclir sampai dengan hari kerja akhir bulan.

(3) Pembayilan uang makan dirlasarkan pada daftar hadir.

(a) Uang makan tidak dapat dibayarkan dalam keadaan pegawai sebagai berikut :

a. Sakit;
b. Melakukan perjalanan dinas;
c. Cuti;
d. Mengikuti pendidikan;
e. Tidak hadir.
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Pasal 26

Besaran uang makan dibayar sebagaimana terdapat pada Standar Satuan Harga (SSH)..

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DADRAH

Pasal 27

Satuan perjalanan dinas dalam daerah dihitung berdasarkan hari sesuai surat tugas yang ditctapkan olclr
pejabat yang berwenang. 

pasal 2g

(l) Dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah pejabat atau PNS dibcrikan biaya pcrjulanun
dinas sebagai berikut:
a. uang harian yang meliputi biaya penginapan, uang makan, dan uang saku;
b. biaya transport pegawai;
c. biaya transport lokal.

(2) Biaya transport pegawai merupakan biaya transportasi pergi pulang dari ternpat kedudukan ke
ibukota kecamatan, kelurahan, dan dcsa atau sebaliknya yang dapai ditcmpuh dengan kcndara.n
darat.

(3) Iliuya transport lokal merupakan biaya transportasi pergi pulang dari ibukota kecamatan ke kelurahan
dun dcs$ atau seba\iknya)anB ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut.

(4) I'ejabut atau PNS yzurg melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan Tambelan atau
scbaliknya diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pcjabut atau PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan atau sebaliknya
dalam wilayah Pulau Bintan diberikan biaya perjalanan dinas kecuali biaya penginapan.

(6) Pegawai Tidak Tetap yang memiliki tugas sebagai tenaga teknis diberikan biaya perjalanan dinas dan
diperlakukan sesuai ketentuan sebagaimaru dimaksud piOa ayat (4) dan ayat (3). 

-

(7) Tenaga Honorer yang memiliki tugas sebagai pengemudi hanya diberikan uang makan dan uang
saku.

Pasal 29

dimaksud pada Peraturan Bupati ini tidak termasuk
ke Kijang atau sebaliknya dalam rangka melaksanakan

b. menghadiri acara seremonial pernerinrahan dan kemasyarakatan;
c. pengurusan administrasi kernngan dan administrasi lainnya.

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimak.surl dalam P'asal 28 ayat (7) dikecualikan kepada SKpD Kecamatan Bintan
Timur dalam melaksanakan tuga:s konsultasi p.t.n.zuru* dan pengurusan'administrasi kependudukan 6i
Tanjungpinang.

Pasal 3l

ltj]* biaya perjalanan dinas dalam daeratr sebagaimana ditetapkan dengan Standar Satuan Harga(ssH).

Perjalanan dinas dala:n daerahr sebagaimana
perjalanan yang dilal;ukan dari'tanjurgpinang
tugas sebagai berikut :

a. menghadiri rapat-rutpat;
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BAB V

ADMINISTIIASI TENDER, PIIJABAT DAN PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA, DAN PANITIA PBMERIKSA BARANG

Bagian Satu

Biaya Administrasi Pelelangan

Pasal 32

(l) Biaya administrasi Pelelangan dibayarkan atas beban kegiatan yang memerlukan adrninistrusi
Pelelangrur serta dikumpulkan dan disatukan pada kegiatan Penyediaan Jasa Atlrrrinistrasi
Keuangan.

(2) Biaya administrasi Pelelangan dianggarkan pada rekening scbagai berikut :

a. JenistBelanja : Belanja Barang dan Jasa;
b. Obyek Belanja: Belanja Pakai Habis;
c. Ilincian Obyek Belanja : Belanja Dokumen/Administrasi Pelelangan.

Bagian Dua

- 

Pejabat t'."r"|;:;:;',"r dan Jasa

( I ) lJntuk nilai pengadaan barang dzur jasa lebih kecil atau sama dengan Rp 50.000.000,- (Lima puluh
Jutu ltupiah) ditunjuk seormg pejabat pengadaan barang dan jasa.

(2) I'ejubat pengadaan barang dan jasa diturjuk dan ditetapkan tersendiri berdasarkan surat keputusan
Kepala SKPD.

(3) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dibebankan pada kegiatan yang mem-erlukan jasa
pejabat pengadaan barang dan jasa serta dihimpun pada kegiatan P-enyediaan-Jasa Adminisirasi
Keuangan.

\v- (4) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dianggarkan dan dibayarkan atas beban rekening
sebagai berikut :

a. Jenis Belanja : Belanja Pegawai;
b. Obyek Belanja: Honorarium PNS;
c. Rincian Obyek Belanja : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

(5) Besaran honorarium pejab,at pengadaan barang dan jasa terdapat pada Standar Satuan Harga (SSI l).



(l)

(2)

(3)

Ilagian Tiga

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 34

Untuk nilai pengadaan barang dan jasa lebih besar dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
dibentuk panitia pengadazur barang dan jasa.

Panitia pengadaan barzurg dan jasa dibentuk dan ditetapkan tersendiri berdasarkan surat keputusan
Kepala SKPD.

Ketua panitia pengadaan barang dan jasa dapat ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang clan jasa
dengan surat keputusan yang terpisah, apabila terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas pcgawai
negeri sipil yang dapat ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang danjasa.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketua panitia pengadaan barang dan.iasa clapnt
menerima honorarium rangkap sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa dibebankan pada kegiatan yang memerlukan .iasu
panitia pengadaan barzurg dan jasa serta dihimpun pada kegiatan Penycdiaan Jasa Athuinistrlsi
KeuangAn.

(6) I-lonorarium panitia pengadaan barang dan jasa dianggarkan dan dibayarkan atas bcbarr rekcning
sebagai berikut :

a. Jenis Belanja : Belanja Pegawai;
b. Obyek Belanja: Honorarium PNS;
s. Ilincian Obyek Belanja : Flonorarium Tim Pengadaan

(7) llesaran honorarium panitia pengadaan barang danjasa
llarga (SSH).

. Bagian Bmpat

Panitia Pemeriksa Barang

Pasal 35

Untuk rnelakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dibentuk panitia
pr;rncriksa barang.

Panitia pemeriksa barang dibentuk dan ditetapkan tersendiri berdasarkan surat keputusan Kepala
SKPD.

Honorarium p'iuritia pemeriksa barang dibebankan pada kegiatan yang memerlukan jasa panitia
pemeriksa barang serta dihimpun pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Honorarium panitia penreriksa barang dianggarkan dan dibayarkan atas beban rekening sebagai
berikut:
a. Jenis Belaqia : Belpr{a Pegqwni;
b. Obyek Belania : llonorariunr IINS;
c. Rincian obyrt< Belanja: Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Besaran honorariunt pzuritia penreriksa barang sebagaimana terdapat pada Standar Satuan llarga
(ssH).

(4)

(5)

Barang dan Jasa.

sebagaimana terdapat pada Standar Satuan

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Uang lembur

Pasal 36

(l) Uang lembur dianggarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

(2) Uang lembur hzurya diang,garkan dalam rangka menyelesaikzur pekerjaan yang penyelesaiannya
tidak dapat ditangguhkan.

(3) Mengenai Prosedur dan tata cara Permintaan serta Pembayaran uang lembru sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati tentang Kerja lembur.

BAB VI

PBGAWAI TIDAK TE'TAP DAN TENAGA HONORBR

Pasal 37

(l) Pegawai Tidak Tetap yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Non l'NS yang
terdaftarr dalam data base Badan Kepegawaian Negara dan atau yang terdaftar tli lludln
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan.

(2) 'fenaga Honorer yang dimaksud dalarn Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Non I'NS rncliputi\< petugas kebersihan, penjaga kantor, pengemudi, juru mudi, awak kapal, guru honorcr, pctugas
lapangan, pegawai honorer, pegawai kontrak, dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Pasal 38

(l) Pengangkatan tenaga honorgr dilakukan dengan mernpertimbangkan :

a. kcwajaran dan rasionalitas jumlah tenaga yang dibutuhkan;
b. kctcrampilan atau skill yang dibutuhkan;
c. kctcrsedian anggaran pada SKPD bersangkutan.

(2) l)cngitngkatan Pegawai honorer dimaksudkan untuk menutupi kekurangan Pegawai Negeri Sipil atau
l)cgawrti Tidak Tetap dalam jangka pendek di SKPD yang sangat membutuhk4n, yilg selanjutnya
ditctupkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

(3) Tcnagu honorer yang telatr diangkat dengan Keputusan Bupati Bintan sebagaimana ayat (2) dan
.\, diikat dcngan koutrak yang diperbaharui setiap tahun.

(4) Dalam hal kebutuhan kekurangan PegawaiNegeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap telah terpenuhi d6
atau ketersediaan anggarsn SKPD maupun kemampuan belanja pegawai tidak memungkinkan maka
kontrak tenaga honorer tidalt. dapat diperpanjang lagi.

Pasal 39

Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dilarang mengangkat tenaga honorer atau
yang sejenis, kecuali ditetapkm clengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer ditetapkan dengan Keputusan Bupati
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BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4l

(l) Kepala SKPD wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui
DPPKD selaku PPKD darr/atau BUD.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh DppKD
selaku PPKD.

(3) Untuk tertib fapolan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 42

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran melalui dana APBD dilakukan sesuai ketentuu' yangberlaku'P 
BAB 

'IIIIGTBNTUAN PBNUTUP

Pasal 43

5:Pryy* lebih lanjut yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh
DPPKD selaku PPKD.

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahr.rn 2009
sebagairnana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturun Ilupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatan clalam Berita Daerah Kabupaten Bintan,

Ditetapkan di Kijang
padatanggal ZZ Januari 2010

ANSAR A

Diundangkan di Kijang
padatanggal 22 Januarj. 20lO

ARIS DAERAH
PATEN BINTAN

MIN MUCHTAR

\-.

BUPATI BINT

BERITA D KABUPATEN BINTAN TAHLTN 2010 NOMOR 3


